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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA


Bab ini mengkaji tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, teori sosiolinguistik yang relevan sebagai pijakan utama, dan teori lain yang terkait untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini. 

A. Penelitian Sebelumnya


Pustaka yang mendasari penelitian ini meliputi hasil-hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli tersebut, terutama yang berkaitan dengan pemilihan bahasa, diambil manfaatnya sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian ini. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian yang mengkaji Pemilihan Bahasa dalam Jual Beli di Pasar Tradisional Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, secara khusus belum dilakukan. Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pemilihan bahasa, antara lain, sebagai berikut.

Nababan (1977) dalam ”Language Interference in Multilingual Societies” membahas masalah pemilihan bahasa antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Namun, dalam pembahasannya pemerian pemilihan bahasa yang dihasilkan tersebut masih bersifat umum karena faktor-faktor yang memengaruhi tidak diteliti secara lebih mendalam. Setelah itu, pada penelitiannya yang lain dalam ”Laporan Penelitian Survei Kedwibahasaan di Indonesia”, Nababan (1984) menyebutkan bahwa faktor ranah dan tingkat usia penutur menjadi faktor utama yang menentukan pemilihan bahasa di lingkungan masyarakat multibahasa di Indonesia. 


Kartomihardjo (1981) dalam disertasinya yang berjudul Ethnography of Communicative Code in East Java meneliti secara mendalam mengenai pilihan kode komunikatif di Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut dia menemukan adanya nilai-nilai sosial dan budaya di dalam tuturan masyarakat Jawa Timur yang menentukan pemilihan variasi bahasa. Dengan kajiannya secara mendalam dia juga menemukan hubungan variasi tutur dengan faktor sosial dan budaya, antara lain, keetnikan, pendidikan, dan lingkungan.   
Suwito (1987) dalam disertasinya yang berjudul Berbahasa dalam Situasi Diglosik mengkaji permasalahan pemilihan bahasa serta interferensi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia pada masyarakat multibahasa di Surakarta. Dengan memanfaatkan kerangka pemikiran Hymes (1972) dan Poedjosoedarmo (1979) tentang komponen tutur, ia menemukan bahwa kecenderungan pemilihan bahasa Jawa dibandingkan dengan bahasa Indonesia oleh masyarakat di Surakarta ditentukan oleh empat faktor, yaitu peserta tutur, maksud tutur, sarana tutur, dan urutan tutur sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat. Pemilahan bahasa atau ragam bahasa itu ditentukan oleh empat komponen tutur yang lain, yaitu situasi tutur, peristiwa tutur, pokok tutur, dan norma tutur sesuai dengan distribusi fungsional bahasa atau ragam bahasa. Atas dasar hasil-hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam masyarakat tutur Jawa dengan situasi kebahasaan yang diglosik, terjadi kecenderungan di antara penutur untuk melakukan pemilihan bahasa atau ragam bahasa dalam interaksi sosialnya. Kecenderungan pilihan bahasa tersebut terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi penentu dalam pemilihan bahasa sesuai dengan tujuan yang dimaksud. 

Sumarsono (1993) dalam disertasinya yang berjudul Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali juga membahas masalah pemilihan bahasa. Dia menyimpulkan bahwa guyup tutur Melayu Loloan yang merupakan kelompok minoritas dwibahasa tetap memilih untuk menggunakan bahasa Melayu Loloan dan tidak menggunakan bahasa Bali dalam komunikasi intrakelompok pada beberapa ranah, terutama pada ranah keluarga dan keagamaan. Mereka hanya menggunakan bahasa Bali ketika berkomunikasi antarkelompok dengan orang Bali. Motivasi mereka didasari oleh sikap loyalitas yang tinggi terhadap bahasa Melayu Loloan yang dianggap sebagai lambang identitas khas guyup Melayu Loloan yang beragama Islam.  

Rokhman (2003) dalam disertasinya yang berjudul Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Dwibahasa: Kajian Sosiolinguistik di Banyumas mengkaji pola pemilihan bahasa dan ragam bahasa pada masyarakat dwibahasa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan pergeseran dialek pada masyarakat dwibahasa yang disebabkan oleh adanya kontak bahasa dan kontak dialek di wilayah tersebut. Namun, penelitian ini belum mengungkap wujud pergeseran tersebut dilihat dari variabel lingual, sosial, dan kultural.

Rahardi (2001) dalam buku yang berjudul Sosiolinguistik, Kode dan Alih Kode melakukan penelitian terhadap anggota masyarakat tutur bilingual dan diglosik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, dalam peristiwa jual beli sandang. Penelitian yang mengkhususkan kajiannya pada peristiwa jual beli sandang tersebut menemukan kode-kode dan peralihannya dalam wacana jual beli sandang beserta alasan-alasan terjadinya alih kode, yaitu emosi, baik pembeli maupun penjual, maksud-maksud khusus pembeli, keinginan penjual untuk menyesuaikan kode yang digunakan pembeli, ekspresi keterkejutan pembeli, kehadiran pembeli lain, dan keinginan penjual untuk berpura-pura kepada pembeli. 

Handono (2007) dalam Pilihan Bahasa Masyarakat Dwibahasa Jawa-Indonesia pada Ranah Sekolah Menengah Atas Kota Semarang mengkaji kosabahasa, variasi pilihan bahasa, dan pola pilihan bahasa pada ranah sekolah menengah atas di Kota Semarang. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkap faktor-faktor yang menentukan pilihan bahasa pada ranah sekolah di Kota Semarang, yaitu faktor status sosial yang berkaitan dengan kedudukan penutur dalam struktur organisasi di sekolah, faktor jarak sosial atau tingkat keakraban, faktor usia terkait dengan rasa hormat, faktor situasi terkait dengan tingkat keformalan, dan faktor tujuan tutur yang dilakukan oleh penutur kepada mitra tuturnya.


Sholihatin (2008) dalam Pemilihan Kode pada Masyarakat Keturunan Arab di Noyontaan, Kota Pekalongan: Kajian Sosiolinguistik meneliti pemilihan kode bahasa dalam masyarakat tutur di Noyontaan terpola berdasarkan ranah pemakaian bahasa dalam interaksi sosial. Pola pemilihan dalam masyarakat tutur tersebut terlihat pada hubungan antara latar, hubungan peran antar-peserta tutur dan pokok pembicaraan. Pada ranah agama dapat ditemukan kondisi diglosik pada

masyarakat tutur tersebut yang membedakan penggunaan bahasa Arab ragam fusha (H) dan bahasa Arab ragam amiyyah (L). 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, relevansi penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah bahwa pemilihan bahasa tidak sekadar berkenaan dengan faktor linguistik saja, misalnya bentuk bahasa atau ragam bahasa sebagai fenomena kebahasaan, melainkan terkait dengan faktor sosial budaya masyarakat tutur atau biasa disebut faktor nonlinguistik. Kemudian, apabila dibandingkan dengan penelitian pemilihan bahasa yang telah dilakukan, penelitian ini berbeda dalam hal cara mengkaji dan objek kajiannya. Penelitian ini akan mengkaji pemilihan bahasa dalam jual beli di pasar tradisional sebagai ranah transaksi dengan studi kasus di Pasar Winong, Kabupaten Pati, melalui kajian sosiolinguistik dengan aspek kajian yang berbeda sehingga dapat melengkapi kajian yang telah ada. Untuk itu, paparan di atas mengimplikasikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. 

B. Landasan Teori

Penelitian ini merupakan penelitian sosiolinguistik. Konsep-konsep yang digunakan untuk melandasi penelitian ini mencakupi: teori sosiolinguistik, kedwibahasaan dan diglosia, ranah  penggunaan bahasa, pemilihan bahasa, tingkat tutur, dan fungsi bahasa, serta didukung teori mengenai budaya dan masyarakat tutur di pasar tradisional sebagai lokasi dari bertemunya penutur dan mitra tutur yang menjadi subjek penelitian. 

1. Ancangan Sosiolinguistik dalam Pemilihan Bahasa



Sosiolinguistik merupakan ilmu yang interdisipliner, antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris tersebut sangat berkaitan erat. Sosiolinguistik mempelajari bahasa terkait dengan penggunaannya di dalam masyarakat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952 dalam tulisan Currie seperti dikutip Dittmar (1976, dalam Rokhman, 2005:10) yang menyatakan bahwa perlu kajian mengenai hubungan antara perilaku ujaran dan status sosial. Namun, sosiolinguistik mulai berkembang pada sekitar akhir tahun 1960. 


Pemilihan bahasa dalam masyarakat multibahasa sangat menarik untuk dikaji dengan ancangan sosiolinguistik karena bahasa tidak hanya dipahami sebagai sistem tanda, tetapi juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kajian bahasa dengan menggunakan ancangan sosiolinguistik akan memperhitungkan bagaimana pemakaiannya di dalam masyarakat dengan adanya pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya. Ervin-Tripp (1972) menyebut empat faktor utama sebagai penanda pemilihan bahasa, yaitu latar (waktu dan tempat) dan situasi, partisipan dalam interaksi, topik percakapan, dan fungsi interaksi. 
Faktor pertama, misalnya, berkaitan dengan  jual beli di pasar, bermain di lingkungan keluarga, dan acara pernikahan di lingkungan masyarakat. Faktor kedua meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan perannnya dengan mitra tutur. Hubungan dengan mitra tutur dapat berupa hubungan akrab dan berjarak. Faktor ketiga berupa topik tentang harga barang di pasar, pekerjaan, keberhasilan anak, dan peristiwa-peristiwa aktual. Faktor keempat berupa fungsi interaksi, seperti penawaran, menyampaikan informasi, permohonan, kebiasaan rutin (salam, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih). 



Dari berbagai faktor tersebut, tidak hanya faktor tunggal yang memengaruhi pemilihan bahasa seseorang. Juga tidak semua faktor menjadi penentu dalam pemilihan bahasa seseorang. Ada faktor-faktor yang menduduki kedudukan yang lebih penting daripada faktor lain. 



Menurut Fasold (1984:183), kajian pemilihan bahasa dapat dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi sosial, dan pendekatan antropologi. Pendekatan sosiologi terkait erat dengan analisis ranah. Konsep ranah (domain) digunakan untuk menjelaskan perilaku penggunaan bahasa. Ranah didefinisikan sebagai konteks-konteks sosial yang melembaga (institutional contex) dalam penggunaan bahasa (Fishman, 1968; dalam Sumarsono, 1993). Ranah merupakan konstelasi antara lokasi, topik, dan partisipan. Jumlah ranah dalam suatu masyarakat tidak dapat ditentukan secara pasti. Fishman (1968) menyebut empat ranah, yaitu ranah keluarga, ketetanggaan, kerja, dan agama. Parasher (1980, dalam Sumarsono, 1993) menggunakan tujuh ranah dalam penelitiannya, yaitu keluarga, kekariban, ketetanggaan, transaksi, pendidikan, pemerintahan, dan kerja. Pengertian ranah dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan Parasher (1980) dan Fishman (1968) tersebut. Apabila penutur sebagai pembeli berbicara di pasar dengan mitra tutur sebagai seorang penjual mengenai sebuah topik, penutur itu dikatakan berada pada ranah transaksi.


Pendekatan psikologi sosial merupakan proses psikologis manusia. Pendekatan ini berorientasi pada individu, misalnya motivasi individu. Herman (dalam Fasold 1984) mengemukakan teori situasi tumpang tindih yang memengaruhi seseorang di dalam memilih bahasa. Situasi itu adalah (1) kebutuhan personal (personal needs), (2) situasi latar belakang (background situation) dan (3) situasi sesaat (immediate situation). Dalam pemilihan bahasa salah satu situasi lebih dominan daripada situasi lain. Giles (1977:321—324, seperti dikutip Rokhman, 2005:14)) mengajukan teori akomodasi (accommodation theory). Menurut Giles, ada dua arah akomodasi penutur dalam peristiwa tutur. Pertama, akomodasi ke atas, yaitu penutur menyesuaikan pemilihan bahasanya dengan pemilihan bahasa mitra tutur. Kedua, akomodasi ke bawah, yaitu penutur menginginkan agar mitra tuturnya menyesuaikan dengan pemilihan bahasanya. Pandangan Herman dan Giles tersebut mengimplikasikan adanya hubungan yang maknawi antara tingkat kondisi psikologis peserta tutur dan pemilihan bahasanya. Oleh karena itu, untuk mengungkap permasalahan pemilihan bahasa diperlukan juga kajian dari segi kondisi psikologis orang per orang dalam masyarakat tutur ketika mereka melakukan pemilihan bahasa atau ragam bahasa.



Pendekatan antropologi mengkaji bagaimana seorang penutur berhubungan dengan struktur masyarakat. Apabila psikologi sosial memandang dari sudut kebutuhan psikologis penutur, pendekatan antropologi memandangnya dari bagaimana seseorang memilih bahasa untuk mengungkapkan nilai kebudayaan (Fasold, 1984:193). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terlibat (participant observation). Dengan metode observasi terlibat ini peneliti memberikan perspektif penjelasan atas pemilihan bahasa berdasarkan persepsinya sebagai penutur sebuah kelompok atau lebih selama mengadakan penelitian. 

2. Kedwibahasaan dan Diglosia

Penelitian mengenai pemilihan bahasa dalam ranah transaksi ini tidak bisa dilepaskan dari masalah kedwibahasaan (bilingualisme/bilingualism) atau kemultibahasaan (multilingualisme/multilingualism) karena subjek kajiannya adalah masyarakat Indonesia yang multibahasa. Masyarakat dwibahasa atau multibahasa umumnya dikaji dengan sosiolinguistik. Kedwibahasaan dapat diartikan sebagai pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Masalah kedwibahasaan muncul sejak berkembangnya linguistik struktural Amerika (masa linguistik Bloomfield). Menurut Bloomfield (1933:56), kedwibahasaan adalah kemampuan seorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Dengan demikian, seorang dwibahasawan harus menguasai bahasa pertama dan bahasa keua dengan derajat penguasaan yang sama baiknya.
Namun, beberapa ahli menjelaskan pengertian kedwibahasaan secara berbeda. Mackey yang sejalan dengan Weinreich (1970) seperti dikutip Rokhman (2005:15) mendefinisikan kedwibahasaan sebagai praktik pemakaian bahasa-bahasa secara bergantian oleh seorang penutur. Kondisi dan situasi yang dihadapi dwibahasawan ikut menentukan pergantian bahasa-bahasa yang dipakai. Dengan demikian, penutur tidak diharuskan menguasai kedua bahasa dengan kelancaran yang sama. 

Sementara itu, Macnamara (seperti dikutip Sumarsono, 1993:10) menyatakan bahwa kedwibahasaan mengacu pada kemampuan atas sekurang-kurangnya bahasa pertama dan bahasa kedua meskipun kemampuannya atas bahasa kedua tersebut hanya sampai pada batas minimum. Pernyataan tersebut didukung Haugen (1972, dalam Sumarsono, 1993) yang berpendapat bahwa dwibahasawan tidak perlu menguasai bahasa kedua secara aktif produktif, tetapi cukup dapat memiliki kemampuan reseptif dalam bahasa kedua. 
Berdasarkan pengertian kedwibahasaan yang berbeda-beda tersebut, Chaer (2004:86––87) menyimpulkan bahwa kedwibahasaan merupakan satu rentangan berjenjang, mulai penguasaan (dengan baik) bahasa pertama (karena bahasa ibu sendiri) ditambah tahu sedikit bahasa kedua, dilanjutkan dengan penguasaan bahasa kedua yang berjenjang meningkat, sampai penguasaan bahasa kedua itu sama baiknya dengan penguasaan bahasa pertama. Jika sudah mencapai tahap tersebut, dwibahasawan itu dapat dikatakan mampu menggunakan bahasa pertama dan bahasa kedua sama baiknya, untuk fungsi dan situasi apa saja dan di mana saja.
Dalam mengkaji masyarakat dwibahasawan, Fishman (1972:92) menyarankan agar diperhatikan ada tidaknya diglosia. Ferguson mendefinisikan diglosia sebagai situasi bahasa yang relatif stabil. Selain dialek-dialek utama satu bahasa, ada ragam bahasa yang sangat berbeda dan sangat terkondisikan. Sementara itu, Alwasilah (1985) menyatakan bahwa diglosia adalah kehadiran dua bahasa baku dalam satu bahasa, bahasa ”tinggi” dipakai dalam suasana resmi dan dalam wacana-wacana tulis, sedangkan bahasa ”rendah” dipakai dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, diglosia tidak hanya ada dalam masyarakat ekabahasa dengan dua ragamnya, tetapi juga mengacu pada penggunaan dua bahasa yang sama sekali berbeda dengan fungsi yang berbeda pula.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diglosia mengacu pada kondisi adanya paling sedikit dua bahasa atau ragam bahasa yang masing-masing mempunyai fungsi sosial yang berbeda. Dalam pembicaraan tentang diglosia sering digunakan ”bahasa tinggi” dan ”bahasa rendah”. Bahasa baku disebut dengan ”bahasa tinggi”, sedangkan dialek-dialek lainnya disebut ”bahasa rendah”. Pemakaian dalam suasana resmi dapat dijadikan indikator tinggi rendahnya status bahasa tersebut dibandingkan dengan dialek-dialek yang lain. 

Dalam masyarakat yang diglosik, terdapat suatu ciri adanya spesialisasi fungsi yang berbeda dari kedua ragam bahasa (tinggi dan rendah) itu. Situasi tertentu mengharuskan penggunaan bahasa tinggi, bukan bahasa rendah, atau sebaliknya. Pemakaian ragam bahasa yang tepat pada situasi yang tepat merupakan suatu hal yang sangat penting agar proses komunikasi berjalan lancar. 
Fishman (1972) seperti dikutip Sumarsono (1993:11) menjelaskan bahwa diglosia tidak hanya terbatas pada masyarakat ekabahasa dengan dua ragam,  tetapi juga mengacu pada penggunaan dua bahasa yang sama sekali berbeda dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Interaksi antara kedwibahasaan dan diglosia menghasilkan empat tipe masyarakat sebagai berikut.
a. Masyarakat dengan kedwibahasaan dan diglosia



Dalam masyarakat tipe pertama ini hampir setiap warga dari satu masyarakat menguasai bahasa dari masyarakat lain. Setiap warganya menguasai dua bahasa dan sangat mengetahui situasi sosial yang bagaimana dia harus memakai salah satu di antara dua bahasa yang dikuasainya itu. Misalnya, yang satu digunakan untuk berbicara dengan anggota keluarga di rumah, dengan teman akrab.
b. Masyarakat dengan kedwibahasaan tanpa diglosia



Dalam masyarakat tipe kedua ini, sebagian besar warganya adalah dwibahasawan, yang menguasai dua bahasa, tetapi mereka tidak membatasi fungsi tertentu bagi suatu bahasa. Setiap bahasa dapat dipakai untuk tujuan apa saja. Kondisi pada masyarakat tipe kedua tersebut merupakan akibat dari diglosia yang ”bocor”. Diglosia yang bocor tersebut mengacu pada situasi yang salah satu bahasanya merembes masuk ke dalam fungsi-fungsi yang semula diperankan oleh bahasa yang lain. Dengan adanya kedwibahasaan tanpa diglosia tersebut, muncul ragam bahasa atas ragam yang ada atau bahasa yang satu mengganti atau menggeser bahasa yang lain.  

c. Masyarakat dengan diglosia tanpa kedwibahasaan



Dalam masyarakat tipe ketiga ini, kedua warga masyarakat penutur bahasa tidak melakukan interaksi verbal, kecuali melalui juru bicara (interpreter). Kedua kelompok pemakai bahasa yang berbeda tersebut terpisah oleh alasan-alasan politik, agama, dan/atau ekonomi. Keduanya hidup dalam satu wilayah kenegaraan. Yang satu sebagai penguasa (yang jumlahnya kecil), sedangkan yang lain tidak mempunyai kekuasaan (tetapi jumlahnya besar).

d. Masyarakat tanpa diglosia dan tanpa kedwibahasaan



Masyarakat tipe keempat ini merupakan ciri masyarakat bahasa yang terisolasi, yang tidak sering berhubungan dengan dunia luar. Suatu masyarakat tertentu hanya mempunyai satu ragam bahasa dan tidak ada perbedaan peran bagi gaya-gaya yang ada dalam masyarakat tersebut .
3. Konsep Ranah Penggunaan Bahasa  


Berkaitan dengan masyarakat dwibahasa ataupun multibahasa, Fishman (1968, dalam Sumarsono, 1993:14) mendefinisikan ranah (domain) sebagai konteks-konteks sosial yang melembaga (institutional contex), yang lebih cocok menggunakan bahasa tertentu daripada ragam atau bahasa yang lain. Ranah merupakan konstelasi antara lokasi, topik, dan partisipan. Jumlah ranah dalam dalam suatu masyarakat tidak dapat ditentukan secara pasti. Fishman (1968) menyebut empat ranah, yaitu ranah keluarga, ketetanggaan, kerja, dan agama. Fishman juga mengutip sembilan ranah Schmidt-Rohr (1932), yaitu ranah keluarga, tempat bermain, sekolah, gereja, sastra, pers, militer, pengadilan, dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, Greenfield (1968, 1972) mengemukakan lima ranah, yaitu ranah keluarga, kekariban, agama, pendidikan, dan kerja. Parasher (1980) menggunakan tujuh ranah dalam penelitiannya, yaitu keluarga, kekariban, ketetanggaan, transaksi, pendidikan, pemerintahan, dan kerja. 


Pengertian ranah dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Fishman dan Parasher tersebut. Ranah yang dijadikan objek penelitian ini adalah ranah transaksi, yaitu di lokasi pasar tradisional, dengan topik yang bervariasi, yang melibatkan penjual dan pembeli atau orang yang menyertai penjual ataupun pembeli sebagai partisipan.

4. Pemilihan Bahasa


Dalam suatu masyarakat bahasa, penutur akan memasuki situasi sosial yang berbeda dan berperan sesuai dengan situasi yang menghendakinya tersebut. Dalam situasi sosial seperti itu penutur biasanya mempunyai repertoire ujaran alternatif yang berubah menurut situasi. Repertoire (repertorium) didefinisikan Kridalaksana (2008:210) sebagai keseluruhan bahasa-bahasa atau variasi-variasi yang dikuasai seseorang pemakai bahasa yang masing-masing memungkinkannya untuk melaksanakan peran sosial tertentu. Dalam situasi tertentu, seorang ekabahasawan hanya mengubah variasi ke variasi yang lain dari bahasa yang sama. Akan tetapi, seorang dwibahasawan akan mempergunakan dua bahasa atau lebih sehingga situasinya lebih kompleks. 

a. Variasi Pilihan Bahasa

Dalam pemilihan bahasa terdapat tiga kategori pilihan, yaitu tunggal bahasa, alih kode, dan campur kode (Rokhman, 2005:11). Berikut ini akan dijelaskan ketiga kategori pilihan bahasa tersebut.

1) Tunggal Bahasa

Yang dimaksudkan dengan pilihan tunggal bahasa adalah penggunaan salah satu variasi dari bahasa yang sama (intralanguage variation). Ketika seorang penutur suatu bahasa (misalnya bahasa Jawa) berbicara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Jawa krama atau bahasa Jawa ngoko, orang tersebut telah melakukan pemilihan bahasa kategori tunggal bahasa. Contoh pilihan tunggal bahasa tersebut adalah sebagai berikut.

Penjual

: Pados sandal, Mbah? ’Cari sandal, Mbah?’ 

Pembeli
: Iya. Iki piro? ’Ya, ini berapa’

Pada tuturan tersebut penutur (penjual) menggunakan bahasa Jawa krama kepada mitra tuturnya (pembeli). Penjual menggunakan pilihan bahasa kategori tunggal bahasa, yaitu bahasa Jawa krama. Demikian juga, mitra tutur (pembeli) telah melakukan pilihan bahasa kategori tunggal bahasa, yaitu bahasa Jawa ngoko. 

2) Alih Kode

Hymes (1975) seperti dikutip Rahardi (2001:20) menyatakan bahwa alih kode adalah istilah umum untuk menyebut pergantian atau peralihan pemakaian dua bahasa atau lebih, beberapa variasi dari satu bahasa, atau bahkan beberapa gaya dari suatu ragam. Hymes membagi dua jenis alih kode. Pertama, alih kode intern (internal code switching), yaitu alih kode yang terjadi antarbahasa daerah dalam suatu bahasa nasional, antardialek dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam dan gaya dalam suatu dialek. Kedua, alih kode ekstern (external code switching), yaitu alih kode yang terjadi antara bahasa asli dan bahasa asing. 

Sejalan dengan pendapat Hymes, Soewito (1985) mendefinisikan alih kode sebagai peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Karena dalam suatu kode terdapat banyak varian, seperti varian regional, varian kelas sosial, ragam, gaya, dan register, peristiwa alih kode dapat berujud peralihan dari varian satu ke varian yang lain. 

Sementara itu, Poedjosoedarmo (1979:37) mengemukakan bahwa alih kode merupakan peralihan ke tingkat tutur yang lain atau penyisipan kalimat-kalimat yang berasal dari tingkat tutur lain. Chaer (2004:140) menjelaskan bahwa bentuk alih kode dapat berupa bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris; ragam bahasa, baik ragam resmi/formal maupun tidak resmi/nonformal; atau tingkat tutur dalam bahasa Jawa, seperi bahasa Jawa madya dan ngoko.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan alih kode (code switching) dalam penelitian ini adalah pemakaian secara bergantian dua bahasa atau mungkin lebih, variasi-variasi bahasa dalam bahasa yang sama, atau gaya-gaya bahasanya dalam masyarakat tutur dwibahasa. Oleh karena itu, bisa juga alih kode yang berupa pemakaian secara bergantian atas variasi bahasa yang menyangkut tingkat tutur.

Peristiwa alih kode dapat terjadi karena beberapa faktor. Reyfield 1970:54—58) seperti dikutip Rokhman (2005:11) menyebutkan dua faktor utama terjadinya alih kode, yaitu respons penutur terhadap situasi tutur dan faktor retoris. Faktor situasi menyangkut kehadiran orang ketiga dalam peristiwa tutur dan perubahan topik pembicaraan. Faktor retoris berkaitan dengan masalah penekanan kata-kata tertentu atau penghindaran terhadap kata-kata tabu. 

Poedjosoedarmo (1985:23—26) menjelaskan bahwa alih kode terjadi karena perubahan kehendak atau suasana hati penutur (misalnya dari gembira menjadi sedih), kehadiran orang ketiga, perubahan suasana pembicaraan, perubahan topik pembicaraan, pengaruh pembicaraan lain, dan ketidakmampuan penutur atas kode yang telah dipakai.

Sementara itu, Nababan (1984:7) mengemukakan bahwa penyebab terjadinya alih kode adalah pemeran serta, topik, situasi, tujuan, jalur, dan ragam bahasa. Suwito (1985) menambahkan beberapa penyebab alih kode, yaitu penutur, mitra tutur, kehadiran orang ketiga, pokok pembicaraan, untuk membangkitkan rasa humor, dan sekadar bergengsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya alih adalah penutur, mitra tutur, kehadiran orang ketiga, ketidakmampuan penutur menguasai kode, sekadar bergengsi, perubahan suasana hati penutur, keinginan melucu, keinginan pasang aksi, keinginan untuk lebih akrab, dan perubahan topik pembicaraan.

3) Campur Kode
Suwito (1985:76) mendefinisikan campur code sebagai pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. Dengan pendapat yang berbeda, Nababan (1984:32) mengemukakan bahwa campur kode terjadi bila orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa. 
Sementara itu, Rokhman (2005:12) menyatakan bahwa campur kode adalah percampuran dua atau lebih bahasa dalam suatu peristiwa tutur. Dijelaskan bahwa gejala percampuran di dalam masyarakat tutur Jawa cenderung mendekati pengertian yang dikemukakan oleh Haugen (1972) yang menyebutnya sebagai bahasa campuran (mixture of language), yaitu pemakaian satu kata, ungkapan, atau frasa. 

Mengenai penyebab terjadinya campur kode, Suwito (1985:77–78) menyebutkan beberapa faktor, yaitu identifikasi peranan, identifikasi ragam, serta keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. Ukuran identifikasi peranan adalah sosial, registral, dan edukasional. Adapun ukuran untuk identifikasi ragam ditentukan oleh bahasa yang digunakan. Seorang penutur yang melakukan campur kode akan menempatkan dirinya dalam hierarki status sosialnya. Sementara itu, keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan menjadi penyebab terjadinya campur kode karena peristiwa campur kode menandai sikap dan hubungan penutur terhadap orang lain serta sikap dan hubungan orang lain terhadapnya.

Nababan (1984:32) menyebutkan bahwa campur kode terjadi tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut percampuran bahasa. Campur kode tidak disebabkan oleh faktor situasi, tetapi oleh faktor kesantaian penutur, kebiasaan penutur, dan tidak adanya ungkapan yang tepat dalam bahasa yang sedang digunakan. Sementara itu, Ohoiwutun (2002:70​––71) menyebutkan dua penyebab terjadinya campur kode, yaitu adalah ketiadaan padanan kata yang tepat dan keinginan penutur untuk menunjukkan prestise (prestige filling motive).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya campur kode adalah identifikasi peranan, identifikasi ragam, keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan, ketiadaan padanan kata yang tepat, keinginan menunjukkan prestise, kesantaian penutur, dan kebiasaan penutur.

b. Faktor Pemilihan Bahasa

Pemilihan bahasa dalam komunikasi dan interaksi sosial masyarakat dwibahasa atau multibahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Ervin-Tripp (1972) seperti dikutip Rokhman (2005:12) menyebutkan empat faktor penanda pemilihan bahasa, yaitu (1) latar (waktu dan tempat) dan situasi; (2) partisipan dalam interaksi, (3) topik percakapan, dan (4) fungsi interaksi. Faktor pertama dapat berupa makan pagi di lingkungan keluarga, rapat di kelurahan, selamatan kelahiran di sebuah keluarga, kuliah, dan tawar-menawar barang di pasar. Faktor kedua mencakupi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan perannnya dalam hubungan dengan mitra tutur (akrab atau berjarak) Faktor ketiga dapat berupa topik tentang pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa-peristiwa aktual, dan topik harga barang di pasar. Faktor keempat berupa fungsi interaksi, seperti penawaran, penyampaian informasi, permohonan, kebiasaan rutin (salam, meminta maaf, atau ucapan terima kasih).

Hymes (1972, dalam Wardhaugh, 1986:239-240) menyatakan bahwa perwujudan makna tuturan atau ujaran ditentukan oleh komponen tutur (speech component). Komponen tutur tersebut merupakan faktor luar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa. Komponen tutur tersebut terdiri atas delapan komponen yang kemudian diakronimkan dengan SPEAKING, yaitu (1) setting and scene (latar dan suasana tutur), (2) participants (peserta tutur), (3) ends (tujuan tutur), (4) act sequence (pokok tutur), (5) keys (nada tutur), (6) instrumentalities (sarana tutur), (7) norms of interaction and interpretation (norma tutur), dan (8) genre (jenis tutur). 


(1) Setting berkaitan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung. Adapun scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. (2) Participants merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa penutur atau mitra tutur. Pemilihan bahasa antarpeserta tutur ditentukan oleh perbedaan dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dimensi pertama meliputi perbedaan umur, status sosial ekonomi, dan kedudukan dalam masyarakat. Perbedaan dimensi kedua antara lain meliputi perbedaan tingkat keakraban antarpeserta tutur.

(3) Ends merujuk pada maksud dan tujuan tutur, yaitu hasil yang diharapkan atau yang tidak diharapkan dari tujuan tindak tutur, baik ditujukan kepada individu maupun masyarakat sebagai sasarnnya. Suatu tuturan mungkin bertujuan menyampaikan buah pikiran, membujuk, dan mengubah perilaku (konatif). (4) Act sequence mengacu isi ujaran dan bentuk ujaran, yaitu apa yang dibicarakan (massage content) dan cara penyampaiannya (massage form). Dalam sebuah peristiwa tutur, beberapa topik tutur dapat muncul secara berurutan. Perubahan topik tutur dalam peristiwa tutur akan berpengaruh terhadap pemilihan bahasa.

(5) Keys mengacu pada nada, cara, dan semangat tutur diwujudkan, baik berupa tingkah laku verbal maupun nonverbal. Nada tutur verbal mengacu pada perubahan bunyi bahasa, yang dapat menunjukkan keseriusan, kehumoran, atau kesantaian tindak tutur. Nada tutur non-verbal dapat berujud gerak anggota badan, perubahan air muka, dan sorot mata. (6) Instrumentalities mengacu pada saluran tutur dan bentuk tutur. Sarana tutur dapat berupa sarana lisan, tulis, dan isyarat. Bentuk tutur dapat berupa bahasa sebagai sistem mandiri, variasi bahasa seperti dialek, ragam, dan register.

(7) Norms of interaction and interpretation berhubungan dengan norma interaksi dan norma interpretasi. Yang dimaksud norma interaksi adalah norma yang bertalian dengan boleh–tidaknya sesuatu dilaksanakan oleh peserta tutur pada waktu tuturan berlangsung, misalnya cara berinterupsi, bertanya, dan lain-lain. Adapun norma interpretasi mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran mitra tutur. (8) Genre meliputi kategori kebahasaan seperti prosa, puisi, dongeng, legenda, doa, kuliah, iklan dan sebagainya.

Kedelapan variabel komponen tutur Hymes tersebut tidaklah sepenuhnya digunakan dalam setiap pemerian fenomena pemakaian bahasa dalam dimensi sosial budaya, tetapi bergantung pada fokus variabel yang diperhatikan. Dalam kenyataannya, kedelapan variabel komponen tersebut tidak selalu hadir secara bersamaan dalam sebuah peristiwa tutur tertentu. Untuk itu, pembatasan variabel komponen tutur yang sesuai dengan fokus pemerian pemilihan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam penelitian ini sangatlah diperlukan.
Terkait dengan kajiannya terhadap pemakaian tingkat tutur bahasa Jawa, Poedjosoedarmo (1985) mengembangkan kedelapan komponen tutur Hymes tersebut karena disesuaikan dengan situasi kebahasaan di Indonesia. Poedjosoedarmo menyebutkan tiga belas komponen tutur yang mencakupi (1) pribadi penutur atau orang pertama, (2) warna emosi penutur, (3) maksud dan kehendak penutur, (4) anggapan penutur terhadap kedudukan sosial dan hubungannya dengan orang yang diajak bicara, (5) kehadiran orang ketiga, (6) nada dan suasana pembicaraan, (7) adegan tutur, (8) pokok pembicaraan, (9) urutan bicara, (10) sarana tutur, (11) lingkungan tutur, (12) bentuk wacana, dan (13) norma kebahasaan lainnya. Ketiga belas komponen tutur tersebut dijelaskan sebagai berikut.

(1)  Pribadi penutur atau orang pertama


Tuturan seorang penutur sangat ditentukan oleh pribadi penutur tersebut. Ada dua hal penting untuk yang menentukan, yaitu siapakah penutur itu (keadaan fisik, keadaan mental, dan kemahiran berbahasa) dan dari manakah asal penutur (jenis kelamin, asal daerah, golongan, kelas sosial, jenis profesi,  kelompok etnis, dan aliran kepercayaan). 

(2)  Warna emosi penutur 

Warna emosi si penutur, seperti senang, sedih, dan marah, sangat memengaruhi pilihan bahasa yang digunakan. Seseorang yang sedang marah cenderung menggunakan kata-kata yang kurang sopan, terkesan kasar, dan biasanya penutur Jawa menggunakan bahasa Jawa ngoko.
(3)  Maksud dan kehendak penutur


Maksud dan kehendak penutur akan memengaruhi bentuk-bentuk tutur yang diujarkan. Dalam masyarakat Jawa, maksud dan kehendak penutur, seperti ingin memuji, menyombongkan diri, meminta suatu, menyindir, menyalahkan, memarahi, dan mengumpat, akan berpengaruh terhadap bentuk ujaran yang dituturkan.

(4)  Anggapan penutur terhadap kedudukan sosial dan relasinya dengan orang yang diajak bicara


Faktor tersebut sangat memengaruhi bentuk-bentuk tuturan yang dihasilkan. Pada umumnya kedudukan sosial mitra tutur akan menentukan tinggi rendahnya tingkat tutur yang dipilih oleh penutur. Anggapan penutur tentang kedudukan sosial mitra tutur dan tingkat keakraban hubungan keduanya akan menentukan tingkat tutur yang digunakan. Apabila mitra tutur mempunyai tingkat sosial yang lebih tinggi, penutur akan memilih leksikon atau tingkat tutur yang lebih menghormat.

(5)  Kehadiran orang ketiga

Kehadiran orang lain atau pihak ketiga dapat memengaruhi bentuk ujaran yang akan dituturkan sehingga terjadi pergantian bahasa yang digunakan. Suatu ujaran dapat berganti bentuknya dari apa yang biasanya digunakan apabila ada seseorang yang hadir orang ketiga pada percakapan tersebut.

(6)  Nada dan suasana pembicaraan


Orang berbicara tidak terlepas dari rasa dan perasaan yang dimiliki terhadap mitra tuturnya. Nada dan suasana bicara dapat mempengaruhi bentuk tuturan yang diujarkan oleh penutur. Dalam suasana santai tidak dipentingkan formalitas. Dalam suasana rapat dan pertemuan bisnis kantor, diperlukan ragam formal. Dalam upacara adat, upacara perkawinan tradisional, dan upacara keagamaan, biasanya digunakan ragam indah yang mengandung makna.

(7)  Adegan tutur



Bentuk-bentuk ujaran juga dipengaruhi oleh adegan tutur.  Yang termasuk dalam adegan tutur adalah faktor-faktor waktu, tempat, dan peristiwa tutur. Ketiga unsur tersebut sangat memengaruhi pilihan bahasa seseorang. Seorang penutur akan menentukan pilihan bahasanya sesuai dengan tempat bertutur, waktu, dan peristiwa tutur.
(8)  Pokok Pembicaraan


Pokok pembicaraan sangat memengaruhi bentuk-bentuk tuturan. Setiap pokok pernbicaraan akan menentukan pilihan bahasa yang digunakan, misalnya untuk pokok pembicaraan tentang ilmu pengetahuan, penutur Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Akan tetapi, untuk pokok pembicaraan tentang jual beli sayur di pasar tradisional, penutur akan menggunakan bahasa daerah.

(9)  Urutan bicara


Dalam suatu percakapan yang melibatkan adanya tanggapan, saran, dan sambutan, sedikitnya ada dua orang yang aktif ikut mengambil bagian percakapan. Penutur sebagai pengambil inisiatif berbicara agak lebih bebas dalam menentukan bentuk tutur yang akan digunakan. Sementara itu, mitra tutur yang harus menjawab atau menanggapi tidak sebebas dalam memilih bentuk tuturnya. 

(10)  Sarana tutur

Sarana tutur adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan tuturan. Sarana tutur meliputi bahasa lisan dan tulis. Bahasa lisan dapat disampaikan secara oral (lisan), misalnya pembicaraan bersemuka atau melalui pemanfaatan alat-alat komunikasi (telepon). Penggunaan sarana-sarana tersebut akan berpengaruh pada pilihan bahasa yang digunakan. Bahasa tulis dapat disampaikan melalui tulisan dengan media buku, koran, surat, dan lain-lain.
(11)  Lingkungan tutur

Faktor lingkungan tutur dapat memengaruhi bentuk tutur, seperti adanya barang-barang dan alat-alat yang ada di sekitar tempat percakapan. Barang-barang tersebut dapat menentukan pilihan bahasa yang digunakan oleh penutur. Misalnya, seorang penutur yang berbicara di dunia maya dengan benda komputer di depannya akan menggunakan bahasa yang berbeda jika dia bersemuka dengan mitra tuturnya. Dengan demikian, ragam bahasa dapat dipengaruhi oleh hadirnya barang-barang tertentu di lingkungan percakapan.

(12)  Bentuk wacana

Dalam masyarakat, biasanya terdapat beberapa macam wacana yang bentuknya sudah teratur. Wacana-wacana, seperti surat-menyurat dinas, perundang-undangan, pidato, konferensi, lokakarya, doa, surat kabar, akan sangat berpengaruh pada pilihan bahasa yang digunakan. Setiap bentuk wacana menuntut penggunaan bahasa yang berbeda. 

(13)  Norma kebahasaan lainnya

 
Dalam masyarakat bahasa sering terdapat norma-norma kebahasaan tertentu. Aturan-aturan kebahasaan ini juga dapat memengaruhi pilihan bentuk ujaran yang akan disampaikan oleh penutur. Misalnya, masyarakat perdesaan memiliki norma-norma tertentu yang mengikat dan harus dipatuhi yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. 

5. Tingkat Tutur  Bahasa Jawa

Karena dominasi penggunaan bahasa Jawa di pasar tradisional Kecamatan Winong sebagai objek penelitian, konsep atau teori tingkat tutur perlu dikemukakan. Tingkat tutur atau speech levels merupakan variasi berbahasa yang perbedaan-perbedaannya ditentukan oleh anggapan penutur tentang relasinya terhadap mitra tutur. Relasi tersebut dapat bersifat akrab, sedang berjarak, menaik, mendatar, dan menurun (Poedjosoedarmo, 1979:3).  

Sekurang-kurangnya ada tiga tingkat tutur atau ragam bahasa Jawa yang digunakan masyarakat di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, khususnya di kalangan penjual dan pembeli di pasar tersebut, yaitu bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa madya, dan bahasa Jawa krama. Masing-masing varian tersebut oleh para ahli dibagi lagi menjadi beberapa subvarian yang lebih rumit. Poedjosoedarmo (1979:13) membagi ketiga tingkat tutur tersebut menjadi beberapa subtingkat, yaitu ngoko dengan subtingkat: ngoko lugu, antya basa, basa antya; madya dengan subtingkat: madya ngoko, madyantara, madya krama; krama dengan subtingkat: wredhakrama, kramantara, mudha krama. Selain itu, masih terdapat  basa kedhaton dan basa bagongan.  




Pada saat ini ditengarai varian ragam-ragam bahasa Jawa tersebut banyak yang hilang atau tidak dikuasai oleh generasi yang lebih muda. Dalam situasi yang bilingual dan diglosik, bahasa Jawa merupakan bahasa atau varian yang digunakan oleh para pemakainya dalam situasi informal (tidak resmi). Pada umumnya masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa dalam situasi yang kurang bergengsi. Dalam suasana santai karena hubungan yang sudah akrab, biasanya penutur menggunakan bahasa Jawa ragam ngoko dalam berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Sementara itu, dalam suasana yang serius atau belum terjalin hubungan yang akrab, penutur akan menggunakan ragam krama saat berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Adapun bentuk krama yang menjadi pilihan penutur masih ditentukan lagi oleh derajat keakraban penutur dengan mitra tuturnya. Faktor-faktor sosial, seperti umur, jenis kelamin, status sosial, asal kedaerahan atau tempat tinggal, dan sejumlah faktor lain sangat berperan dalam hubungan ini. 

6. Fungsi Bahasa 


Pada hakikatnya bahasa mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi dalam interaksi sosial sehari-hari di masyarakat. Fungsi sosial bahasa tersebut oleh Halliday dinamakan ”metafungsi”. Makna fungsi itu sendiri kurang lebih sama dengan bagaimana masyarakat melakukan aktivitasnya dengan menggunakan bahasa. Beberapa ahli menyampaikan pendapat yang berbeda-beda mengenai fungsi bahasa karena penggunaan basis dan pandangan yang berbeda. 

Psikolog Austria, Karl Buhler (dalam Santosa, 2003) membagi fungsi bahasa berdasarkan keadaan psikologis individu menjadi tiga, yaitu 

fungsi ekspresif, yang berorientasi pada diri sendiri (penutur);

fungsi konatif, yang berorientasi pada pendengar (mitra tutur); dan

fungsi representatif, yang berorientasi pada realitas selain penutur dan mitra tutur, untuk membicarakan objek dan berbagai keadaan.

Tiga fungsi bahasa oleh Buhler tersebut kemudian dikembangkan oleh Jakobson  (dalam Sudaryanto, 1990:12) menjadi enam fungsi bahasa, yaitu: 

1. fungsi referensial bahasa (referential), jika peristiwa komunikasi banyak diisi oleh informasi tentang acuan. Fungsi bahasa tersebut muncul jika komunikasi bersifat menjelaskan sebuah peristiwa dan keadaan; 

2. fungsi ekspresi/emotif bahasa (expression/emotive), jika peristiwa komunikasi banyak didominasi oleh pengirim dengan menampakkan hal-hal yang bersangkutan dengan pribadi pembicara; 

3. fungsi konatif bahasa (impressive/conative), jika peristiwa komunikasi didominasi oleh harapan agar si penerima pesan berubah atau melakukan sesuatu setelah komunikasi terjadi; 

4. fungsi fatis (phatic), jika penekanan komunikasi lebih diarahkan pada bagaimana sebuah komunikasi dibangun. Fungsi bahasa ini muncul ketika pengirim ingin memulai komunikasi, menjaga alur komunikasi, dan juga untuk memutuskan komunikasi; 

5. fungsi puitik bahasa (poetic), jika yang ditekankan adalah bentuk pesan yang ingin disampaikan; dan

6. fungsi metabahasa (metalingual), jika komunikasi membahas penggunaan bahasa untuk menjelaskan bahasa. 

Sementara itu, Leech (1977, dalam Sudaryanto, 1990:12) menyebutkan fungsi bahasa dalam lima jenis sebagai berikut. 

1. Fungsi informasional, yaitu bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi.

2. Fungsi ekpresif, yaitu bahasa digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan sikap dan perasaan penuturnya.

3. Fungsi direktif, yaitu bahasa digunakan untuk memengaruhi perilaku atau sikap orang lain.

4. Fungsi estetik, yaitu bahasa yang digunakan berkaitan dengan karya seni.

5. Fungsi fatis, yaitu bahasa yang digunakan untuk menjaga hubungan sosial secara baik dan menjaga agar komunikasi tetap berkesinambungan. 




Berbagai fungsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut tentu tidak akan diuraikan semua dalam penelitian pemilihan bahasa dalam jual beli di PW tersebut. Oleh karena itu, berkaitan dengan fungsi bahasa dalam jual beli di PW, fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Leech (1977) digunakan sebagai konsep dasar dalam penelitian ini.
7. Pasar Tradisional

Pasar merupakan salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat, baik di desa maupun di kota. Pasar diartikan sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia, seperti bahan makanan, sumber energi, dan sumber daya yang lain. Pasar berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari.
Pasar dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta (2003:846) didefinisikan sebagai tempat orang berjual beli. Definisi tersebut merupakan sebuah formulasi  pengertian yang sangat mendasar dan sederhana. Dalam perkembangannya sekarang pasar bukan lagi hanya sebuah tempat bertransaksi yang terikat hukum-hukum  penawaran dan permintaan (supply and demand). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Sugono dkk., 2008:1026), pasar diartikan sebagai tempat orang berjual beli; kekuatan penawaran dan permintaan; tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa. Sementara itu, tradisional (Sugono dkk., 2008:1483) diartikan menurut tradisi, adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.
Pasar tradisional memiliki ciri-ciri sebagai tempat transaksi jual beli secara tradisional, tempat bertemunya penjual dan pembeli dan barang-barang yang diperjualbelikan bergantung pada permintaan pembeli (konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati melalui sutau proses tawar-menawar, pedagang selaku produsen menawarkan harga sedikit di atas harga standar. Pada umumnya pasar tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok (sembako). Secara tradisi atau adat biasanya pasar tradisional beraktivitas dalam batas-batas waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pon, pasar legi, pasar kliwon, dan lain sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal-bangsal, los-los, gudang, toko-toko, stan-stan/kios-kios, dan toilet umum di sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang tinggi. 
Peraturan presiden tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern memutuskan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah, termasuk kerja sama dengan swasta. Tempat usahanya berupa toko, kios, loods, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.


Sinaga (2008) menyebutkan bahwa pengertian pasar secara umum memiliki ciri ciri sebagai berikut. 

(1) Pada dasarnya pasar adalah suatu tempat masyarakat dapat memperoleh/memenuhi kebutuhannya (dalam hal ini disebut dengan konsumen adalah petani ). 
(2) Barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan sehari-hari. 
(3) Barang yang diperdagangkan adalah bahan makanan (hasil pertanian) dan hasil industri kerajinan rakyat. 

(4) Struktur bangunan yang dipergunakan didominasi oleh los-los terbuka di atas suatu pelataran yang dapat dibedakan dari kelompok pertokoan yang terdiri atas bangunan-bangunan rumah perseorangan (sering digunakan sebagai tempat tinggal) 

(5) Jarak ke pasar biasanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki lebih kurang lima kilometer yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki sehari pulang pergi). 

(6) Umumnya dikenal hari-hari pasar tertentu.  

Fungsi pasar tradisional adalah sebagai berikut. 

(1) Sebagai wadah atau tempat yang layak dan nyaman bagi pedagang untuk menjual dagangannya kepada calon pembeli atau masyarakat yang membutuhkan atau yang memerlukan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berkala atau kebutuhan sandang dan pangan. 

(2) Sebagai sarana penunjang kemajuan perekonomian di perdesaan atau perkotaan. 

Syarat-syarat pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional adalah sebagai berikut.

(1) Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, Dalam kenyataanya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas. 

(2) Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya. 

(3) Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.

(4) Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahinya.
